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ABSTRAK 

Kemiskinan merupakan masalah sosial serius di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh, dengan persentase penduduk 
miskin sebesar 14,75% pada tahun 2022, menjadikannya salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pola sebaran kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Aceh menggunakan 
model Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) dengan alat analisis Indeks Moran, LISA (Local Indicator of Spatial 
Autocorrelation), dan GWR (Geographically Weighted Regression). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola sebaran 
kemiskinan pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh merupakan acak (random), dengan tiga kabupaten/kota:  
Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Selatan memiliki autokorelasi spasial signifikan pada 
tingkat 0,01–0,05. Pada tahun 2012 dan 2017, variabel bebas mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel terikat 
sebesar 48%–56%, sedangkan pada tahun 2022 hanya sebesar 42%–49%. Variabel bebas seperti tingkat pengangguran 
terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga 
Konstan (PDRB ADHK) dan kepadatan penduduk memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Namun, 
pada tahun 2017, laju pertumbuhan PDRB ADHK memberikan pengaruh positif terhadap kemiskinan. Pengaruh variabel 
bebas sangat kompleks, tidak selalu mengikuti pola yang sama serta bervariasi antarwilayah dan periode waktu, sehingga 
strategi pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan berbasis lokal. 

Kata Kunci:  Kemiskinan, Autokorelasi Spasial, Aceh 

 

ABSTRACT  

Poverty is a serious social issue in Indonesia, including in Aceh Province, where the poverty rate reached 14.75% in 2022, 
making it one of the poorest provinces in Indonesia. This study aims to analyze the spatial distribution of poverty and its 
influencing factors in Aceh Province using the Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) model, employing Moran’s Index, 
LISA (Local Indicator of Spatial Autocorrelation), and GWR (Geographically Weighted Regression). The findings reveal 
that the spatial distribution of poverty across 23 regencies/cities in Aceh Province is random, with three regencies—Aceh 
Tengah, Bireuen, and Aceh Selatan—exhibiting significant spatial autocorrelation at the 0.01–0.05 level. In 2012 and 2017, 
independent variables explained 48–56% of the variation in the dependent variable, while in 2022, this declined to 42%–
49%. Independent variables such as the open unemployment rate, Human Development Index (HDI), economic growth 
(PDRB ADHK), and population density negatively impacted poverty levels. However, in 2017, economic growth (PDRB 
ADHK) showed a positive effect on poverty. The effects of independent variables are highly complex, inconsistent, and 
vary across regions and time periods, emphasizing the need for localized poverty alleviation strategies. 
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1. PENDAHULUAN 

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial ekonomi yang menjadi tantangan dalam pengembangan 
wilayah. Kemiskinan umumnya dikaitkan dengan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan 
dasarnya dalam beragam aspek kehidupan (Hudaya, 2009).  Berbagai penelitian terdahulu telah membahas 
hubungan antara berbagai variabel dengan kemiskinan, seperti pertumbuhan ekonomi (Adams, 2004; 
Hutabarat et al., 2023; Ngubane et al., 2023; Škare & Pržiklas Družeta, 2016), ketimpangan pendapatan 
(Adams, 2004; Brychka et al., 2023; Hutabarat et al., 2023), tingkat pengangguran (Brychka et al., 2023; 
Hutabarat et al., 2023; Ngubane et al., 2023), indeks pembangunan manusia (Chisti, 2018; Mukhtar et al., 
2019) dan pertumbuhan penduduk (Hutabarat et al., 2023). 

Secara garis besar, faktor yang memengaruhi atau determinan kemiskinan berupa luas wilayah, 
bencana alam, infrastruktur transportasi ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM), kependudukan, ketenagakerjaan, malnutrisi, kesehatan, fasilitas kesehatan, 
fasilitas pendidikan, fasilitas ekonomi, dan infrastruktur listrik (Santi, 2019). Adapun Prastyo (2010) 
menyampaikan bahwa beberapa variabel yang memengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan 
ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran. Sedangkan Putra et al (2022) menemukan 
bahwa ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan kebijakan 
pemerintah seperti bantuan sosial, berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.  

Permasalahan kemiskinan bervariasi antara satu lokasi dengan lokasi lainnya dikarenakan perbedaan 
faktor yang memengaruhinya (Liu et al, 2022). Oleh karenanya, pendekatan lintas disiplin keilmuan, seperti 
ekonomi, sosiologi, dan geografi ditujukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan (Babajić et al., 2021; Li et 
al., 2020; Vlahna et al., 2023). Secara spasial, Kemiskinan dapat ditelaah dengan menggunakan berbagai alat 
analisis, salah satunya untuk melihat pola sebaran tingkat kemiskinan pada berbagai level wilayah 
(Dhiyaa’Ulhaq, 2017; Irawadi et al., 2020). Terkait dengan hal tersebut, penggunaan alat analisis seperti 
Indeks Moran dan LISA (Local Indicator of Spatial Autocorrelation) dapat memproyeksikan bagaimana 
keterkaitan spasial antara lokasi yang diamati, apakah membentuk pola-pola tertentu seperti menyebar 
(dispersed), acak (random) atau mengelompok (clustered) serta mengetahui apakah sebuah lokasi 
mempengaruhi atau dipengaruhi oleh karakteristik lokasi yang berdekatan (Lee & Wong, 2001). Pola sebaran 
kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat diketahui pada level lokal, dimana setiap 
variabel memberikan pengaruh yang beragam pada setiap lokasi (Purnami et al., 2023). 

Persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh berada pada nilai 14,75%, Hal ini mengindikasikan 
bahwa terdapat sekitar 796.032 jiwa penduduk aceh pada tahun 2022 yang hidup dibawah garis kemiskinan 
(Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023). Jika dibandingkan dengan persentase tingkat kemiskinan 
nasional yang berada pada nilai 9,54% pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2022), angka persentase 
kemiskinan di Provinsi Aceh jauh lebih besar. Padahal, pemerintah pusat sudah mengeluarkan dana otonomi 
khusus dalam jumlah besar untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gelontoran 
dana pembangunan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang berasal dari dana otonomi khusus 
(otsus) diharapkan dapat menstimulus potensi daerah, namun belum memberikan dampak yang nyata pada 
pengurangan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh (Mantsani et al., 2020). Lebih dari 50% penerimaan daerah 
berasal dari dana otsus dan nilainya terus mengalami peningkatan hingga Rp8 Triliun, namun Provinsi Aceh 
masih menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia (Adinda, 2021). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, kemiskinan tetap menjadi tantangan sosial-ekonomi yang sangat 
menarik untuk diteliti dan dicari strategi penanganannya. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas 
terkait kemiskinan dan faktor yang memengaruhinya, sebagian besar berfokus pada skala nasional atau 
regional yang luas, sehingga variasi spasial dan temporal pada skala lokal sering kali diabaikan, terutama 
pada Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola sebaran tingkat kemiskinan yang 
terbentuk dan perubahan temporal pada faktor-faktor kemiskinan, serta menyoroti kompleksitas interaksi 
antara faktor sosial-ekonomi dan kemiskinan di tingkat lokal dengan memanfaatkan alat Exploratory Spatial 
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Data Analysis (ESDA), termasuk Indeks Moran, Local Indicators of Spatial Association (LISA), dan 
Geographically Weighted Regression (GWR), untuk menganalisis dinamika spasial dan temporal kemiskinan 
di 23 kabupaten/kota pada tahun 2012, 2017, dan 2022. Temuan ini tidak hanya memperkaya kajian akademik 
tentang kemiskinan, tetapi juga dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk perumusan perencanaan 
kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. 

 
2. DATA DAN METODE 

2.1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang terletak di Provinsi Aceh terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota merupakan salah 

satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia dengan persentase penduduk miskin 14,75% 
atau sekitar 796.032 jiwa pada tahun 2022. Sebagai salah satu provinsi dengan wilayah pesisir yang luas dan 
rawan terhadap bencana, Provinsi Aceh sangat rentan terhadap tantangan sosial ekonomi. Seperti yang 
disebutkan oleh Rudiarto et al., (2018), bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat rentan 
terhadap bencana dan kondisi sosial ekonomi. Berbagai intervensi pembangunan sudah dilaksanakan pasca 
konflik dan bencana gempa & tsunami, seperti dana otsus. Namun, Provinsi Aceh masih menghadapi 
tantangan besar dalam mengatasi masalah kemiskinan. Selain itu, dengan karakteristik geografis, sosial, dan 
ekonomi yang unik, menjadikan lokasi sangat strategis untuk menganalisis pola spasial kemiskinan yang 
terbentuk serta dinamika perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya pada tingkat lokal. Analisis ini 
penting untuk mendukung perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis data spasial yang lebih 
terarah dan sesuai dengan karakteristik lokal. 

 

 
Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 
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2.2. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode model Exploratory Spatial Data Analysis 

(ESDA) dengan alat analisis Indeks Moran, LISA dan GWR. Penelitian menggunakan variabel terikat berupa 
data jumlah penduduk miskin, dan variabel bebas yang terdiri dari data: tingkat pengangguran terbuka, 
indeks pembangunan manusia (IPM), laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga 
konstan (PDRB ADHK) dan kepadatan penduduk pada tahun 2012, 2017, dan 2022 yang bersumber dari Badan 
Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. 

 
2.2.1 Indeks Moran 

Indeks Moran digunakan untuk menganalisis pola sebaran spasial kemiskinan di Provinsi Aceh secara 
global. Indeks Moran merupakan salah satu metode yang paling lazim digunakan untuk mengetahui 
autokorelasi spasial antara lokasi yang diamati dan membentuk pola-pola tertentu seperti menyebar, acak 
atau mengelompok serta mengetahui apakah sebuah lokasi mempengaruhi atau dipengaruhi oleh 
karakteristik lokasi yang berdekatan (Lee & Wong, 2001). Untuk menghitung nilai Indeks Moran, terdapat 
beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti konsep ketetanggaan. Dalam penelitian ini, konsep 
ketetanggaan menggunakan konsep ketetanggaan Queen’s, dimana konsep ini akan menghitung kedekatan 
kabupaten/kota yang saling berdekatan dengan kabupaten/kota lainnya secara administratif. Indeks Moran 
menggunakan persamaan yang dapat dilihat pada persamaan 1 berdasarkan Lee & Wong (2001). 

 

 𝐼 =
𝑛

∑(X𝑗−�̅�)
2 .

∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗.(X𝑖− �̅�).(X𝑗− �̅�)

∑∑𝑊𝑖𝑗
 (1) 

 
Dimana 𝐼 merepresentasikan nilai Indeks Moran, sedangkan 𝑛 menunjukkan jumlah total 

kabupaten/kota yang diamati. Nilai pengamatan pada kabupaten atau kota ke-𝑖 ditulis sebagai X𝑖, 
sementara X𝑗 merupakan nilai pengamatan pada kabupaten atau kota ke-𝑗. Rata-rata nilai variabel yang 

diamati dalam seluruh wilayah ditunjukkan oleh X̅. Selain itu, 𝑊𝑖𝑗  adalah elemen dari matriks pembobotan 

spasial yang menunjukkan hubungan ketetanggaan antara kabupaten/kota ke-𝑖 dan kabupaten/kota ke-𝑗. 
Perhitungan indeks moran pada variabel jumlah penduduk miskin (%) kabupaten/kota di Provinsi Aceh 

akan dilakukan pada tahun 2012, 2017, dan 2022 menggunakan aplikasi ArcGIS dan geoDa untuk melihat ada 
atau tidaknya autokorelasi spasial yang terjadi. Nilai Indeks Moran berkisar antara -1 hingga 1, dengan 
interpretasi sebagai berikut: 

1. Jikai nilai Indeks Moran mendekati nol, maka tidak ada autokorelasi spasial dan nilai variabel 
terdistribusi secara acak (random). 

2. Jika nilai Indeks Moran lebih besar dari nol, maka terdapat autokorelasi spasial positif dengan 
membentuk pola mengelompok (cluster). 

3. Jika nilai Indeks Moran lebih kecil dari nol, maka terdapat autokorelasi spasial negatif yang 
menunjukkan pola data menyebar (dispersed). 

Setelah mendapatkan nilai Indeks Moran, kemudian akan dilanjutkan dengan memvisualisasikan nilai 
moran menggunakan Moran Scatterplot untuk mendeteksi autokorelasi spasial antara lokasi-lokasi yang 
bertetanggaan (Lee & Wong, 2001). Pada Moran Scatterplot, terdapat 4 (empat) kuadran yang 
menggambarkan hubungan antar lokasi (Zhukov, 2010) yaitu: 

1. Kuadran I, HH (High-High) berada pada kuadran kanan atas serta menunjukkan bahwa lokasi yang 
mempunyai nilai pengamatan tinggi dikelilingi oleh lokasi yang mempunyai nilai pengamatan tinggi. 

2. Kuadran II, LH (Low-High) berada pada kuadran kiri atas serta menunjukkan bahwa lokasi yang 
mempunyai nilai pengamatan rendah dikelilingi oleh lokasi yang mempunyai nilai pengamatan tinggi. 

3. Kuadran III, LL (Low-low) berada pada kuadran kiri bawah serta menunjukkan bahwa lokasi yang 
mempunyai nilai pengamatan rendah dikelilingi oleh lokasi yang mempunyai nilai pengamatan 
rendah. 
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4. Kuadran IV, HL (High-Low) berada pada kuadran kanan bawah serta menunjukkan bahwa lokasi yang 
mempunyai nilai pengamatan tinggi dikelilingi oleh lokasi yang mempunyai nilai pengamatan rendah. 
 

 
Sumber: Zhukov, 2010 

Gambar 2. Moran's Scatterplot Quadrant 
 

2.2.2 LISA (Local Indicator of Spatial Autocorrelation) 
LISA digunakan untuk mengetahui autokorelasi spasial secara lokal pada data yang diamati (Anselin, 

1995). Apabila nilai lokal semakin tinggi, maka lokasi yang berdekatan akan memiliki nilai yang relatif mirip 
(Lee & Wong, 2001). Untuk menghitung LISA, digunakan persamaan 2 berdasarkan Lee & Wong (2001) . 
  

𝐼𝑖 = 𝑍𝑖 ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑍𝑗
n
i=1  (2) 

 
Dimana 𝐼𝑖, menunjukkan nilai Indeks LISA untuk kabupaten/kota ke-𝑖, kemudian nilai 𝑍𝑖  dan 𝑍𝑗  

merupakan hasil standarisasi data untuk kabupaten/kota ke-𝑖 dan ke-𝑗. Elemen pembobot spasial antara 
kabupaten/kota ke-𝑖 dan ke-𝑗 ditunjukkan oleh 𝑊𝑖𝑗.  Semakin tinggi nilai LISA, maka semakin kuat hubungan 

spasial antara kabupaten/kota. Analisis LISA akan dilakukan pada variabel jumlah penduduk miskin (%) 
kabupaten/kota di Provinsi Aceh akan dilakukan pada tahun 2012, 2017, dan 2022 menggunakan aplikasi 
geoDa untuk melihat apakah terdapat pengaruh spasial antar kabupaten/kota berdasarkan karakteristik 
kemiskinan.  

 
2.2.3 GWR (Geographically Weighted Regression) 

GWR merupakan pengembangan alat regresi linier berganda yang memperhitungkan aspek 
geografis/ruang sehingga setiap lokasi dibobotkan dan memiliki parameter yang berbeda pada setiap lokasi 
sehingga akan menghasilkan parameter model yang bersifat lokal untuk setiap lokasi pengamatan 
(Pravitasari, 2015; Santi, 2019). Secara umum, persamaan model GWR dapat dilihat pada persamaan 3 
berdasarkan Fotheringham et al., (2002). 

 

𝑌𝑗 = 𝛽𝑜 (𝑈𝑗𝑉𝑗 ) + ∑ 𝛽𝑗 (𝑈𝑗𝑉𝑗
𝑝
𝑗=1 )𝑋𝑖𝑗 + 𝜀𝑖  (3) 

 

Dimana  𝑌𝑗 menunjukkan variabel terikat 𝑗 dalam penelitian, kemudian 𝛽𝑜 (𝑈𝑗𝑉𝑗 ) merupakan 

Intercept untuk data observasi 𝑗, dan 𝛽𝑗 (𝑈𝑗𝑉𝑗 ) merupakan local parameters estimate untuk variabel Xi di 

lokasi 𝑗. Variabel bebas digambarkan dengan  𝑋𝑖𝑗, yang bermakna variabel bebas Xi di lokasi 𝑗, sedangkan  

𝜀𝑗 merupakan galat (error) di lokasi 𝑖.  Adapun bentuk model GWR yang digunakan pada penelitian ini dapat 

dilihat pada persamaan 4.  
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𝑌𝑗 = 𝛽𝑜 (𝑈𝑗𝑉𝑗 ) +  𝛽1 (𝑈𝑗𝑉𝑗 ) 𝑋1 + 𝛽2 (𝑈𝑗𝑉𝑗 ) 𝑋2 + 𝛽3 (𝑈𝑗𝑉𝑗 ) 𝑋𝑃3 + 𝛽4(𝑈𝑗𝑉𝑗 ) 𝑋4 + 𝜀𝑖  (4) 

 
Dalam persamaan ini, 𝑌𝑗  merepresentasikan variabel terikat yakni jumlah penduduk miskin (%) di 

kabupaten/kota 𝑗.  𝛽𝑜 merupakan Intercept/konstanta, sedangkan parameter  𝛽1 … 𝛽4 merupakan nilai 
Koefisien peubah pada masing-masing kabupaten/kota ke- 𝑖 yang nilainya dapat berbeda berdasarkan 

lokasi spasialnya, yaitu koordinat  (𝑈𝑗𝑉𝑗 ) spasial kabupaten/kota dalam longitude dan latitude. Masing-

masing variabel bebas yakni:  tingkat pengangguran terbuka (𝑋1),  IPM (𝑋2), laju pertumbuhan PDRB ADHK 

(𝑋3), dan Kepadatan penduduk (𝑋4). Kesalahan (galat) dalam model ditunjukkan oleh 𝜀𝑗. 

Analisis GWR akan dilakukan menggunakan perangkat lunak ArcGIS Pro, dengan pengaturan pada 
model type yang digunakan adalah continuos (gaussian), dimana nilai variabel terikat bersifat kontinu dan 
menggunakan pendekatan ordinary least squares regression (OLS). Pada neighborhood type menggunakan 
number of neighbors, kemudian pada neighborhood selection method menggunakan golden search dan local 
weighting scheme menggunakan metode gaussian. Penggunaan metode gaussian pada local weighting 
scheme akan menempatkan semua fitur memiliki bobot yang semakin kecil jika memiliki jarak yang semakin 
jauh dari fitur target.  

 
2.2.4 Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder bersala dari instansi Badan Pusat 
Statistika (BPS) Aceh. Data yang digunakan merupakan data panel yang mencakup 23 kabupaten/kota (18 
kabupaten dan 5 kota) sebagai unit analisis, dengan data yang dikumpulkan pada 3 (tiga) titik tahun 
pengamatan, yakni 2012, 2017, dan 2022. Data ini terdiri dari 5 (lima) variabel utama (1 variabel terikat dan 4 
variabel bebas) yaitu (1) Jumlah penduduk miskin (%); (2) Tingkat pengangguran terbuka (%); (3) Indeks 
Pembangunan Manusia (%); (4) Laju pertumbuhan PDRB ADHK (%); dan (5) Kepadatan penduduk (jiwa/km²).  

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perkembangan Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2012, 2017, dan 2022 
a. Perkembangan Penduduk Miskin  

Secara umum, tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada periode 2012–2022 
mengalami penurunan rata-rata 3,90%. Namun, pada tahun 2017, Kabupaten Aceh Singkil sempat mengalami 
lonjakan kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 4,19%. Selengkapnya lihat Gambar 3. 

Penurunan penduduk miskin paling signifikan terjadi pada Kabupaten Bener Meriah dengan total 
penurunan sebesar 6,11%, semula berjumlah 24,5% pada tahun 2012 kemudian menurun menjadi 18,39% pada 
tahun 2022, disusul oleh Kota Sabang sebesar 5,85%, Kabupaten Aceh Jaya 5,79%, dan Kabupaten Bireuen 
5,7%. Kabupaten Aceh Singkil mengalami fluktuasi, tahun 2012 berjumlah 17,92%, kemudian meningkat 
menjadi 22,11% pada tahun 2017, dan kembali turun menjadi 19,18% pada tahun 2022. 

b. Perkembangan IPM 
Secara umum, perkembangan nilai IPM di kabupaten/kota di Provinsi Aceh terus mengalami 

peningkatan sejak tahun 2012, dengan rata-rata kenaikan 5,18 poin. Kota Banda Aceh memiliki nilai IPM 
tertinggi, dengan nilai 86,28 pada tahun 2022. Sedangkan Kota Subulussalam merupakan wilayah dengan 
nilai IPM terendah, nilai 62,88 pada tahun 2022. Meskipun Kota Subulussalam merupakan wilayah dengan 
nilai IPM terendah, namun kenaikan yang terjadi sejak periode 2012–2022 merupakan kenaikan paling 
signifikan dibandingkan kabupaten/kota lainnya, senilai 6,01. Wilayah-wilayah dengan kenaikan nilai IPM 
tertinggi tersebar pada Kota Subulussalam, Kota Sabang, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Selatan dan 
Kabupaten Aceh Timur. Selengkapnya lihat Gambar 4. 
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Gambar 3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh  

 

 
Gambar 4. Perkembangan IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh  

 
c. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota di Provinsi Aceh cenderung mengalami fluktuasi 
pada periode tahun 2012–2022. Wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada tahun 2022 
tersebar pada Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Timur. 
Secara umum, tingkat pengangguran terbuka mengalami tren penurunan dengan rata-rata tingkat 
penurunan 2,54%, namun terdapat beberapa kabupaten/kota yang mengalami kenaikan tingkat 
pengangguran terbuka seperti Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah 
dan Kota Banda Aceh. Wilayah dengan kenaikan tingkat pengangguran tertinggi adalah Kabupaten Aceh 
Tengah, yang mencatat kenaikan tingkat pengangguran terbuka tertinggi sebesar 2,22%. Sebaliknya, 
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penurunan tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, dengan penurunan sebesar 7,95%, dari 13,04% pada 
tahun 2012 menjadi 5,09% pada tahun 2022. Selengkapnya lihat Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

 
d. Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB 

Perkembangan laju pertumbuhan PDRB pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh sangatlah fluktuatif, 
sebagian besar wilayah mengalami penurunan laju pertumbuhan, sedangkan sebagian kecil menunjukkan 
peningkatan laju pertumbuhan.  Rata-rata tingkat laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Aceh 
adalah -0,21% yang mengindikasikan terjadinya penurunan pertumbuhan PDRB. Meskipun cenderung 
mengalami penurunan, beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, 
Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Aceh Timur menunjukkan peningkatan 
laju pertumbuhan sebesar 1%–3% selama periode 2012–2022. Bahkan, pada tahun 2017, Kabupaten Aceh Barat 
mengalami laju pertumbuhan PDRB tertinggi dengan nilai 13%. Selengkapnya lihat Gambar 6.  

 

 
Gambar 6. Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 
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e. Perkembangan Kepadatan Penduduk 
Kepadatan penduduk di kabupaten/kota di Provinsi Aceh cenderung fluktuatif, terutama pada wilayah 

perkotaan. Rata-rata perkembangan peningkatan kepadatan penduduk sejak periode  2012–2022 adalah 4 
jiwa/km2. Wilayah dengan tingkat peningkatan kepadatan tertinggi tersebar pada Kabupaten Bener Meriah, 
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Sabang, Kota Banda Aceh, 
Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Kabupaten Nagan Raya. Sedangkan wilayah yang mengalami penurunan 
tingkat kepadatan penduduk tersebar pada Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe. Bahkan Kota 
Lhokseumawe mencatat penurunan sebesar 115 jiwa/km2. Selengkapnya lihat Gambar 7.  

 

 
Gambar 7. Perkembangan Kepadatan Penduduk pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

 
3.2 Analisis Indeks Moran Penduduk Miskin kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2012, 2017, dan 2022 

Analisis Indeks Moran digunakan untuk mengetahui bagaimana pola sebaran spasial kemiskinan di 
Provinsi Aceh secara global. Hasil perhitungan Indeks Moran pada variabel jumlah penduduk miskin (%) 
kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2012, 2017, dan 2022 menunjukkan nilai mendekati angka nol 
(random). Indeks Moran Kemiskinan pada tahun 2012 bernilai -0,022, pada tahun 2017 bernilai 0,031, dan pada 
tahun 2022 bernilai 0,034. Selengkapnya dapat lihat pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Indeks Moran Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh: (a) Indeks Moran Tahun 2012; 
(b) Indeks Moran Tahun 2017; dan (c) Indeks Moran Tahun 2022 

 



Almismary, Panuju, Indraprahasta/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 20, No. 4, 2024, 489 – 509 
DOI: 10.14710/pwk.v20i4.59542 

498 

 

Berdasarkan nilai indeks Moran (Gambar 8), dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

 Tahun 2012: Nilai Indeks Moran sebesar -0,022384 menunjukkan autokorelasi spasial negatif yang 
lemah, mengindikasikan pola spasial yang mendekati acak (random). Z-score (-0,231997) yang berada 
di zona random serta p-value (0,816541) yang jauh di atas 0,05 mendukung ketidaksignifikanan 
statistik. Pada tahun 2012, tidak ada keterkaitan spasial yang signifikan antara lokasi pengamatan 
dalam konteks kemiskinan. Artinya, kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan yang tinggi tidak 
cenderung berdekatan dengan kabupaten/kota yang juga memiliki tingkat kemiskinan tinggi, dan juga 
berlaku sebaliknya. 

 Tahun 2017: Nilai indeks Moran meningkat menjadi 0,031212 mengindikasikan adanya tren awal menuju 
autokorelasi spasial positif, meskipun masih sangat lemah. Meskipun terdapat indikasi menuju 
autokorelasi spasial, namun z-score (0,767337) dan p-value (0,442881) menunjukkan distribusi spasial 
tetap acak dan tidak signifikan secara statistik. Artinya, pada tahun 2017, kabupaten/kota dengan 
tingkat kemiskinan tinggi atau rendah belum menunjukkan kecenderungan clustering yang nyata 

 Tahun 2022: nilai indeks moran yang semakin meningkat menjadi 0,034432 yang menunjukkan adanya 
peningkatan keterkaitan spasial antara lokasi pengamatan dalam konteks kemiskinan dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya, meskipun z-score (0,790521) dan p-value (0,429223) tetap menunjukkan pola 
spasial yang acak meskipun keterkaitan tersebut tidak signifikan. 
Berdasarkan data 3 tahun pengamatan, terjadi perubahan dalam keterkaitan antara lokasi 

pengamatan dalam konteks kemiskinan dari tahun 2012 hingga 2022. Adanya tren peningkatan nilai Indeks 
Moran dari negatif ke positif, yang mengindikasikan perubahan pola menuju autokorelasi spasial positif. 
Namun, nilai z-score dan p-value yang konsisten dalam zona acak (random) menegaskan bahwa pola 
distribusi kemiskinan di Aceh tetap tidak signifikan secara statistik. Hal Ini menunjukkan bahwa meskipun 
terdapat indikasi awal keterkaitan spasial, distribusi kemiskinan masih dominan dipengaruhi oleh faktor 
internal wilayah masing-masing kabupaten/kota daripada interaksi antarwilayah.  

 
3.3 Analisis Local Indicator of Spatial Analysis (LISA) Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

Tahun 2012, 2017 dan 2022. 
Berdasarkan hasil Analisis Local Indicator of Spatial Analysis (LISA) penduduk miskin di Provinsi Aceh 

Tahun 2012, 2017 dan 2022, terlihat adanya perubahan pola spasial kemiskinan yang signifikan. Pada tahun 
2012 hanya terdapat 2 kuadran, yakni kuadran I (high-high) dan II (low-high), dengan Kabupaten Aceh Tengah 
di kuadran I (high-high) dan Kabupaten Bireuen di kuadran II (low-high). Pada tahun 2017, hanya terdapat 
satu kuadran, yakni kuadran II (low-high) yang terdiri dari Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen, dan 
Kabupaten Aceh Selatan. Sementara itu, pada tahun 2022 hanya terdapat kuadran III (low-low) yang terdiri 
dari Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bireuen. Secara garis besar, hasil analisis menunjukkan adanya 
tren perubahan signifikan dalam pola sebaran kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh, di mana wilayah 
yang sebelumnya berada di kuadran Kuadran I (High-High) dan Kuadran II (Low-High) berubah menjadi 
kuadran III (Low-Low) yang bermakna bahwa terjadinya penurunan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota 
di Provinsi Aceh. Selengkapnya lihat pada Gambar 9. 

Kuadran I (high-high) menunjukkan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi berdekatan dengan 
daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Kuadran II (low-high) menunjukkan daerah dengan tingkat 
kemiskinan rendah yang berdekatan dengan daerah-daerah lain yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. 
Kuadran III (low-low) menunjukkan daerah dengan tingkat kemiskinan rendah yang berdekatan dengan 
daerah yang memiliki tingkat kemiskinan rendah. Pada hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan 
dalam pola spasial kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh, di mana beberapa daerah yang sebelumnya 
termasuk dalam kuadran I (high-high) dan Kuadran II (low-high) mengalami penurunan tingkat kemiskinan 
dan termasuk ke dalam kuadran III (low-low) pada tahun 2017 dan 2022. Perubahan pola spasial ini turut 
mempengaruhi wilayah yang masih berdekatan seperti daerah-daerah yang sebelumnya memiliki tingkat 
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kemiskinan tinggi mengalami penurunan tingkat kemiskinan, penurunan ini juga terjadi pada wilayah 
sekitarnya yang saling berdekatan dengan daerah-daerah lain yang juga memiliki tingkat kemiskinan rendah.  

 

 
Gambar 9. Analisis LISA Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2012, 2017, dan 2022 

 

 
Gambar 10. Nilai Signifikansi LISA: (a) Signifikansi LISA tahun 2012; (b) Signifikansi LISA tahun 2017; 

dan (c) Signifikansi LISA tahun 2022 
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Berdasarkan Gambar 10, hanya ada 3 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang memiliki autokorelasi 
spasial pada tingkat signifikansi 0,01-0,05 yakni Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen, dan 
Kabupaten Aceh Selatan. Daerah yang tidak memiliki autokorelasi spasial tingkat lokal menunjukkan bahwa 
perkembangan wilayah tersebut tidak dipengaruhi oleh wilayah lainnya (Dewi, 2021). Pada tahun 2012 nilai 
signifikansi pada Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen berada pada tingkat 0,01, pada tahun 2017 
nilai signifikansi pada Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Selatan berada 
pada tingkat 0,05, sedangkan pada tahun 2022 nilai signifikansi pada Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten 
Bireuen berada pada tingkat 0,05.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh mengalami 
keterkaitan secara spasial pada permasalahan kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pola 
kemiskinan di wilayah tersebut lebih didominasi oleh faktor internal dibandingkan interaksi spasial dengan 
wilayah tetangga. Penulis menduga hal ini terjadi karna faktor kondisi geografis, karakteristik sosial dan 
kebijakan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.  

Faktor geografis, seperti karakteristik topografi wilayah pegunungan dan non pegunungan, dan 
aksesibilitas seperti kepadatan jaringan jalan, secara signifikan mempengaruhi rasio jumlah penduduk 
miskin, dengan wilayah pegunungan dengan kemiringan yang lebih curam mengalami tingkat kemiskinan 
yang lebih tinggi (Xu et al., 2019). Keterkaitan hanya terjadi pada daerah yang memiliki kemiripan nilai 
amatan, hal ini sejalan dengan penelitian Santi et al (2019). Dilain sisi, Gambar 10 juga menunjukkan adanya 
tren penurunan tingkat signifikansi yang terjadi sejak tahun 2012 hingga 2022. Hal tersebut sejalan dengan 
kondisi sosial ekonomi yang mengalami perbaikan, terutama pada persentase jumlah penduduk miskin yang 
mengalami penurunan. 

 
3.4 Analisis Geographically Weighted Regression (GWR) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2012, 2017, 

dan 2022 
Hasil analisis GWR yang dilakukan pada tahun 2012, 2017, dan 2022 di kabupaten/kota di Provinsi Aceh 

dengan variabel terikat: kemiskinan dan variabel bebas: tingkat pengangguran terbuka, nilai IPM, laju 
pertumbuhan PDRB ADHK, dan kepadatan penduduk menunjukkan nilai local R2 pada tahun 2012 bernilai 
0,48–0,56, tahun 2017 bernilai 0,49–0,56, dan terus mengalami penurunan pada tahun 2022, dengan nilai 
local R2 0,42–0,49. Nilai Local R2 bermakna kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan pengaruh 
terhadap variabel terikat. Pada tahun 2012 dan 2017, variabel bebas mampu menjelaskan pengaruh terhadap 
variabel terikat sebesar 48%–56%, namun pada tahun 2022, variabel bebas hanya mampu menjelaskan 
pengaruh terhadap variabel terikat sebesar 42%–49%, sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian.  

Kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat pada tahun 2012, 2017, dan 2022 
memiliki nilai yang bervariasi antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Hal tersebut terjadi karena adanya 
karakteristik dan fenomena yang berbeda yang terjadi pada masing-masing kabupaten/kota. Pada tahun 
2012 dan 2017, nilai local R2 tertinggi tersebar pada Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten 
Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang, dan Kota Banda Aceh. Sedangkan pada tahun 2022, nilai local R2 
tertinggi tersebar pada Kabupaten Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, 
Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Sabang, dan Kota Banda Aceh.  

Meskipun nilai local R2 menurun pada tahun 2022, namun secara spasial kemampuan variabel bebas 
dalam menjelaskan variabel terikat semakin membaik. Hal tersebut ditandai dengan semakin bertambahnya 
jumlah daerah yang memiliki nilai local R2 yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebaran nilai local R2 pada 
tahun-tahun sebelumnya. Pada Gambar 11 terlihat bahwa warna hijau yang melambangkan daerah dengan 
nilai local R2 yang lebih tinggi semakin meningkat jumlahnya sejak tahun 2012–2022, sedangkan daerah 
dengan warna hijau yang melambangkan daerah dengan nilai local R2 yang lebih rendah semakin berkurang 
jumlahnya. 
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Gambar 11. Nilai Local R Analisis GWR antara Variabel Bebas dan Variabel Terikat: (a) GWR tahun 2012;  

(b) GWR tahun 2017; dan (c) GWR tahun 2022 
 
Perubahan nilai local R2 pada tahun 2022 yang melemah menunjukkan bahwa terdapat dinamika yang 

perlu dicermati dengan teliti pada tingkat lokal. Sebaran spasial nilai local R2 yang lebih tinggi pada beberapa 
kabupaten/kota menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak hanya 
bergantung pada hubungan linier secara keseluruhan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik spesifik 
masing-masing wilayah. Variasi ini mencerminkan perbedaan pengaruh setiap variabel bebas pada lokasi dan 
periode waktu tertentu. 

Pada tahun 2012, pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat sangat 
bervariasi, terdapat 4 variabel yakni: (1) tingkat pengangguran terbuka; (2) IPM; (3) kepadatan penduduk; 
dan (4) laju pertumbuhan PDRB ADHK secara bersama sama memberikan pengaruh negatif terhadap 
variabel terikat. Hal ini bermakna bahwa setiap terjadinya kenaikan nilai pada variabel bebas, akan 
berdampak terhadap pengurangan nilai pada variabel terikat yakni kemiskinan. Selengkapnya lihat pada 
Gambar 12 untuk melihat sebaran nilai koefisien pada masing-masing variabel.  
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Gambar 12. GWR Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat Tahun 2012:  

(a) Koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka; (b) Koefisien IPM; (c) Koefisien Laju PDRB;  
dan (d) Koefisien Kepadatan Penduduk 

 
Pada tahun 2017, pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat sangat 

bervariasi, terdapat 3 variabel yakni: (1) tingkat pengangguran terbuka; (2) IPM; dan (3) kepadatan penduduk 
secara bersama sama memberikan pengaruh negatif terhadap variabel terikat. Hal ini bermakna bahwa 
setiap ada kenaikan pada 3 variabel tersebut akan mengurangi nilai pada variabel terikat. Sedangkan variabel 
laju pertumbuhan PDRB ADHK memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini bermakna 
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bahwa setiap ada kenaikan pada variabel laju pertumbuhan PDRB ADHK akan meningkatkan tingkat 
kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Lihat Gambar 13 untuk melihat sebaran nilai koefisien dari 
setiap variabel. 

 

 
Gambar 13. GWR Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat Tahun 2017:  

(a) Koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka; (b) Koefisien IPM; (c) Koefisien Laju PDRB;  
(b) dan (d) Koefisien Kepadatan Penduduk 
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Pada tahun 2022, pengaruh yang diberikan oleh 4 variabel yakni: (1) tingkat pengangguran terbuka; 
(2) IPM; (3) kepadatan penduduk; dan (4) laju pertumbuhan PDRB ADHK secara bersama sama memberikan 
pengaruh negatif terhadap variabel terikat. Hal ini bermakna bahwa setiap terjadinya kenaikan nilai pada 
variabel bebas, akan berdampak terhadap pengurangan nilai pada variabel terikat yakni kemiskinan. Lihat 
Gambar 14 untuk melihat sebaran nilai koefisien dari setiap variabel.  

 

 
Gambar 14. GWR Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat Tahun 2022: 

(a) Koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka; (b) Koefisien IPM; (c) Koefisien Laju PDRB; 
dan (d) Koefisien Kepadatan Penduduk 
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3.5 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan 
Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan dapat diketahui melalui  nilai koefisien.  

Pada tahun 2012, nilai koefisien bernilai -0,29 hingga -0,34, pada tahun 2017 bernilai -0,27 hingga -0,29 dan 
pada tahun  2022 bernilai -0,25 hingga -0,38.  Secara umum, hal tersebut bermakna jika terdapat peningkatan 
tingkat pengangguran terbuka sebesar 1%, maka akan mengurangi jumlah kemiskinan di kabupaten/kota 
sebesar 0,25% hingga 0,38%. Distribusi wilayah dengan koefisien tertinggi pada tahun 2012, tersebar pada 
Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota 
Subulussalam. Pada Tahun 2017, wilayah yang memiliki nilai koefisien tertinggi tersebar pada Kabupaten 
Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Simeulue. Sedangkan pada 
tahun 2022, wilayah yang memiliki nilai koefisien tertinggi tersebar pada Kabupaten Aceh Tengah, 
Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota 
Langsa, dan Kota Lhokseumawe.  

Fenomena meningkatnya angka tingkat pengangguran terbuka namun terjadinya penurunan angka 
kemiskinan dapat dijelaskan melalui berbagai faktor. Adanya anggota keluarga yang belum mendapatkan 
pekerjaan/ tidak bekerja atau berhenti bekerja namun terbantu melalui pendapatan orang tua atau anggota 
keluarga lainnya yang memiliki pendapatan lebih besar, sehingga dapat menutupi kebutuhan dan tidak 
berada digaris kemiskinan secara langsung (Yacoub, 2012; Zedlewski & Nichols, 2012).  Selain itu, adanya 
skema tunjangan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran juga menjadi salah satu faktor yang dapat 
menurunkan angka kemiskinan meskipun angka pengangguran tidak mengalami penurunan (Moffitt, 2014). 
Kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan langsung tunai (BLT) atau tunjangan prakerja kepada 
penduduk miskin dan yang belum mendapatkan pekerjaan juga termasuk ke dalam variabel tersebut. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian Mukhtar et al (2019) dan penelitian Sayifullah & Gandasari (2016) yang 
menunjukkan bahwa tidak selamanya pengangguran memberikan pengaruh positif terhadap kemiskinan, 
ada faktor lainnya yang harus diteliti lebih dalam untuk menjelaskan mengapa fenomena pengangguran 
memberi pengaruh negatif terhadap kemiskinan di sebuah wilayah. 

 
3.6 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan 

Pengaruh IPM terhadap kemiskinan pada tahun 2012 bernilai -0,02 hingga -0,07, pada tahun 2017 
bernilai -0,14 hingga -0,17 dan pada tahun 2022 bernilai -0,15 hingga -0,18. Hal tersebut bermakna jika terdapat 
peningkatan IPM sebesar 1%, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota sebesar 0,02% 
hingga 0,18%. Wilayah dengan nilai koefisien tertinggi pada tahun 2012 tersebar pada Kabupaten Aceh 
Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam. Pada tahun 2017, 
wilayah yang memiliki nilai koefisien tertinggi tersebar pada Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh 
Tenggara, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Sedangkan pada tahun 2022, wilayah yang memiliki 
nilai koefisien tertinggi tersebar pada Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten 
Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam. 

Nilai IPM menunjukkan keterkaitan erat terhadap akses terhadap Pendidikan, akses terhadap layanan 
kesehatan, peningkatan peluang ekonomi, perbaikan layanan dasar serta perbaikan standar hidup. Tren 
meningkatnya Nilai IPM Kabupaten/kota di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa berbagai aspek dalam IPM 
menunjukkan hasil yang baik dan berkontribusi terhadap menurunkan kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian Mukhtar et al (2019) dan Chisti (2018) yang menunjukkan bahwa IPM memberikan 
pengaruh signifikan negatif yang akan mengurangi tingkat kemiskinan pada suatu wilayah. 

 
3.7 Pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB ADHK terhadap Kemiskinan 

Pengaruh laju pertumbuhan PDRB ADHK terhadap kemiskinan bernilai negatif pada tahun 2012 dan 
2022, masing-masing bernilai -0,13 hingga -0,27 dan -003 hingga -0,20. Hal tersebut bermakna jika terdapat 
peningkatan peningkatan laju pertumbuhan PDRB ADHK sebesar 1%, maka akan mengurangi jumlah 
kemiskinan di kabupaten/kota sebesar 0,03% hingga 0,27%. Distribusi wilayah dengan nilai koefisien tertinggi 
pada tahun 2012 tersebar pada Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Simeulue, 
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Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam. Sedangkan pada tahun 2022, wilayah dengan nilai koefisien 
tertinggi tersebar pada Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh 
Barat, dan Kabupaten Nagan Raya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB ADHK yang merupakan representasi dari 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena saat 
pertumbuhan ekonomi terjadi, terjadi efek domino terhadap peningkatan kemampuan individu dalam 
mengakses pendidikan, kesehatan, fasilitas dasar pelayanan dan tentunya terhadap kesempatan untuk 
bekerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Garza-
Rodriguez (2018) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan dua arah antara peningkatan ekonomi dan 
kemiskinan, dimana kemiskinan dapat dikurangi dengan cara meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. 

Namun pada tahun 2017 laju pertumbuhan malah menunjukkan hasil sebaliknya, Nilai koefisien bernilai 
positif sebesar 0,28 - 0,30. Hal ini bermakna jika terjadi peningkatan laju pertumbuhan PDRB ADHK sebesar 
1%, maka akan meningkatkan jumlah kemiskinan di Kabupaten/kota sebesar 0,28% hingga 0,30%, dengan 
distribusi wilayah memiliki nilai koefisien tertinggi tersebar pada Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten 
Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Aceh Jaya. Fenomena ini menujukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi dapat memiliki dampak yang beragam, tergantung pada faktor-faktor lainnya yang dapat 
mempengaruhinya. Seperti yang dikatakan oleh Chisti (2018), bahwa tidak selamanya laju pertumbuhan 
PDRB ADHK yang mewakili pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh negatif yakni mengurangi tingkat 
kemiskinan, dalam beberapa kondisi laju pertumbuhan PDRB ADHK dapat memberikan pengaruh positif 
yakni meningkatkan kemiskinan. Škare & Pržiklas Družeta (2016) dan Cerra et al (2021) sepakat menyatakan 
bahwa pertumbuhan dapat memberikan dampak terhadap pengurangan kemiskinan, namun pertumbuhan 
saja tidak cukup. Bahkan menurut Cerra et al (2021), pertumbuhan dapat memberikan dampak yang tidak 
jelas bahkan menyebabkan kondisi ketimpangan yang disebabkan berbagai faktor lainnya yang harus diteliti 
seperti perubahan teknologi, keterampilan dan faktor sosial. 

 
3.8 Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Kemiskinan 

Pengaruh kepadatan Penduduk terhadap kemiskinan pada tahun 2012 bernilai -0,002 hingga -0,026, 
pada tahun 2017 bernilai -0,001 hingga -0,002, sedangkan pada tahun 2022 bernilai -0,012 hingga -0,0013. Hal 
ini bermakna jika terjadi peningkatan kepadatan Penduduk sebesar 1 jiwa/km², maka akan mengurangi 
jumlah kemiskinan di Kabupaten/kota sebesar 0,001% hingga 0,026%. Distribusi wilayah dengan nilai koefisien 
tertinggi pada tahun 2012 tersebar pada Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten 
Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, dan Kota Lhokseumawe. Distribusi wilayah dengan nilai 
koefisien tertinggi pada tahun 2017 tersebar pada pada Kabupaten Tengah, Kabupaten Aceh Barat, dan 
Kabupaten Nagan Raya. Sedangkan pada tahun 2022, wilayah dengan nilai koefisien tertinggi tersebar pada 
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Simeulue. 

Penulis menduga bahwa kepadatan penduduk akan mendorong terciptanya pusat kegiatan ekonomi 
yang akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jenis kegiatan didalamnya. Hal ini sejalan 
dengan peningkatan jumlah penduduk di kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang terus mengalami 
peningkatan setiap tahunnya dan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Peningkatan kepadatan 
penduduk setiap tahunnya dapat terjadi dan pada waktu yang bersamaan angka kemiskinan mengalami tren 
penurunan (Ahlburgl, 1996; Nyompa et al, 2019). 

 
4. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pola sebaran kemiskinan pada 23 
kabupaten/kota di Provinsi Aceh adalah acak, dengan pola keterkaitan spasial pada level lokal 
kabupaten/kota membentuk pola keterkaitan pada kuadran I dan II pada tahun 2012 dan secara bertahap 
mengalami pergeseran ke kuadran III pada tahun 2017 dan 2022. Hal tersebut menyiratkan bahwa agregasi 
spasial kemiskinan secara keseluruhan mengalami penurunan yang bertahap sejak tahun 2012.Terdapat 3 
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kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang memiliki autokorelasi spasial pada tingkat signifikansi 0,01–0,05 yakni 
Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan daerah lainnya tidak 
memiliki autokorelasi spasial pada tingkat lokal. Daerah yang tidak memiliki autokorelasi spasial tingkat lokal 
menunjukkan bahwa perkembangan wilayah tersebut tidak dipengaruhi oleh wilayah lainnya. Penulis 
menduga hal ini terjadi karena faktor kondisi geografis, karakteristik sosial dan kebijakan pemerintah 
kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang terus mengalami dinamika sesuai dengan periode kepemimpinan 
bupati/wali kota 5 (lima) tahunan. 

Pada tahun 2012 dan 2017, variabel bebas mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel terikat 
sebesar 48%–56%, sedangkan pada tahun 2022 variabel bebas hanya mampu menjelaskan pengaruh terhadap 
variabel terikat sebesar 42%–49%. Meskipun nilai local R2 menurun pada tahun 2022, jumlah daerah yang 
memiliki nilai local R2 yang lebih tinggi mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebaran nilai local R2 
pada tahun-tahun sebelumnya. Pengaruh variabel-variabel seperti tingkat pengangguran terbuka, IPM, laju 
pertumbuhan PDRB ADHK, dan kepadatan penduduk terhadap tingkat kemiskinan merupakan sebuah 
fenomena yang kompleks dan tidak selalu mengikuti pola yang sama dan lazim pada umumnya. Peningkatan 
tingkat pengangguran terbuka cenderung mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi fenomena ini juga 
dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dukungan keluarga, bantuan sosial, dan kebijakan pemerintah. 
Kemudian, peningkatan IPM dan laju pertumbuhan PDRB ADHK memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat 
kemiskinan, karena keduanya diduga meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan 
peningkatan standar hidup. Sedangkan peningkatan kepadatan penduduk berpengaruh negatif terhadap 
tingkat kemiskinan, karena kepadatan penduduk mendorong terciptanya pusat kegiatan ekonomi yang akan 
menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jenis kegiatan didalamnya.  

Berbeda dengan tiga variabel lainnya, variabel laju pertumbuhan PDRB menunjukkan pengaruh dua 
arah, yakni positif dan negatif pada tahun pengamatan yang berbeda. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan 
PDRB ADHK menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti bahwa dalam 
beberapa kondisi tertentu, sedangkan pada tahun 2022, laju pertumbuhan PDRB ADHK memberikan 
pengaruh positif dalam meningkatkan kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara 
variabel sangat kompleks, dengan potensi memberikan pengaruh negatif sekaligus positif. Hasil penelitian 
ini memberikan landasan penting untuk memahami pola spasial dan temporal kemiskinan serta dinamika 
perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya ada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh, sekaligus 
menjadi panduan awal bagi perencanaan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis data pada 
tingkat lokal. Namun, untuk memastikan efektivitas intervensi kebijakan, diperlukan penelitian lanjutan guna 
mendalami faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan 
kemiskinan, sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah. 
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